
KXnnTSAN MENTERI NIGARA PERENCANAAT!- PIMIr1\NGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN Pf,.MBANGTJN,\N NASIONAI,

NOMOR KEP. 101 /M.PPN/HK/11l2C11
TENTANG

PERTJBAIIAN ATAS
Kf,PUTUSAN MENTf,RI PERENCANAAN PEMB.{N/.i UNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASII]NAI-
NOMOR I(EP.67lM.IPN / HW O5 / 20 I 1

TENIANG
Pf,MBENTU(AN TIM KOORDINASI

PENGEIVIBANGAN KERJASAMA SELATAN-SILATAN

Nlenteri Perencrnaan Pembangunan Nasional /

(epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MENTERI NECARA PERENCANAAN PEMBANCTINAN NAS]oNAL/
KEPALA BADAN TTRENCAN  N PEMB.{NCI INAIJ NASIONAL

14eni,rbant

^,lenginSat

a. bahwa dalanr Bntka rnenin8tatkan ei'e!.livitas Tin: Koordinzsi
PenSemban8an Kejasama Selalan-Selatan perlu rrenantbah
keantSotaan dan nle,ltubah urair), tuSas tinl (oo,dinasi
PenSenrbanSan (eriasanra Selalan Se jatar;

b. bahwa pljabat dan pegawai yan8 'ranranya tercantun dalanl
Lenpiran Kepuh:san ini dipand:n;. lnampu dan irertenuhi
lrrsyamtan untuk nrelaksanakan lu8a" s€bagai'Iim Kooldinasi
PengenlbanSan Keriasanu Selatan-Scl;1tan,

1. Lhdarlg-l:nda[8 nonror 1 Tailun :0O,1 tentang Pclbefldahamarl
NeBdra tlfrrharar' \rgarr krprrt:iit lrdo esrn 'Tahun 2OO5
Nomor' 5, Tanlbahan Lcrirbaren Ne:ar.l S.epl.blik ln,lonesra Nomor'
43 55) i

2. UrdanS-UndanS Nomor 25 Tahun 2004 tehlxng Sisteni
Perencanaan Pemba,ltunan N:lsional il,ellrbaran N_e:iam Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,lirmbahan LEmbaran NeBam
Republik lndonesia Nomor.1.l21 );

3. Peratumn ftnrerintah No[ror 1O Tilhon 2011 tel]iarg lata Cam
PenSadaan PinJanran Luar Netc.i dan Penerinuan Ilib.rh
(Lenlbaran NeSara Republik Indoflesia 'i'ahun 201I Nonlor 23,
Tambahan lrnrbaran NeSara Republik lndonesia Nonror' 5202)i

4. Pemhuan Prcsiden Nonror 82 Tal,ur 2007 tenhns Badan
Perencanaan Pcmball8unan \lasional:

5. Pemiuran Prcsiden Nonror 47 IahLrir ?,Jf') tentar;a (rrErnisasi (lan
Pembentukan Kenrentcriatl Ncgarai

6.Peratraan Menteri NeSara frr:n.ienaan lt'nrb'tnSunat,t
Nasional/Krrpala Badan Percncannarj PelnbanSu,rall Nasional
Nomor FER. 004/M.fPN/05/2007 terltang Pe,loma Pell}'lrs,rnarl
Rencana An&laran dnn Bhya Kegi"Erl di Kenlenterian N'esarll
Perrncanaan Panrbantullan Nasi.'tral/Bacian Feren('anaarr

ItrrbanSurran



Pembantunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraiuran Meflteri Perencanaan Pentbangunan
Nasional/(epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 2 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Ne8ara Pereflcanaan Pentbangunan
Nasional,/Kepala Badan Perencanadn fembangunan Nas onal
Nomor PER.005/M.PPN / lO/ 2007 tentang OlBanisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Percncanaan Pentbangunan
Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Nasioflai;

MEMI IT,I]SKAN:

Menetapkan

I[RTAI,I,{

KEDUA

ruTIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGLINAN
NASIONAL,/KEPAI.{. BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN
NASIONAL 'IENTANG PERUBAHAN ATAS KERM]SAN Mf,NTERI
PERf,NCANAAN PEAT1tsANGUNAN NASIONAL/KEPAI-A BADAN
PERENCANAAN PT.MBANGUNAN NASTONAI, NOMOR
KEP.67,/M.PPN/HK/05/2011'TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN.

Menambah keanggotaan Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama
Selatan-Selatan sehin8Sa susunan keanggotaan sebagaimana
ler(antum dalam Lampiran Kepulusan ini.

Mengubah Uraian Tugas Tin Pengarah dan Tinr Pelaksana
seba8aimana lerranh,rn drlarr Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri aias Tim Pengarah, Til1l Pelaksana, dan
Sekretariat.

Tinl Pengarah b€itugas :

a. nembedkan arahan dan perseiujlran dalam pelgentbangan dan
pelakMhaan kedaMma Selatan-Selatan dan iriangular;

b. nrcnetapkan kebijakan ke4asama Selatan-Selatan dan tdangular;

c. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana ke4a Tinl Koordinasi.

Tim Pelaksana bertutas :

a. menyiapkan rcncana i11duk dan cetak biru dari pengembangan
kedasama Selatan-Selatan dan triangL.lar dengan mengacu pada
arahan Tim Pengarah;

b. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordi{asi;

c. nren)usull konsep kebijakan pensembangan ke4aMma Selatan-
Selatan dan triangular;

d. mengkoordil1asikan, nrelaksanakan dan memfasilitasi kegiatan
dalam rangka pengembanSan dan pelaksanaan kerjasanra
Selaf an-Selatan dan trianglrlar;

e. nlengadakafl pertenlunn denSan mitra pembangunan dan
pemangku kepentingan ke4asada Selatan-Selatan dan
trhngular;

f. memblrat kesepakatan dan perjanjian denSan pihak lain dalanr
rangka pentembantan dan pelaksanaan kerjasama Selatan-
Selatan dan triangulaq

3. mengupayakan kes€pakatan penyelesaian atas permasalahan
yang dihadapi dalam rantka penSembantan kerjasanra Selatan-
S€latall melalui konsultasi dentan pihak-pihak terkait;

h. nrelakukan



(EENAT\{

KETUJUH

KEDELAPAN

h. melakukan penyiapkan berbatai bahan,/nrareri yant lerkdir
denganpengenlbangankerjasaniaselatan-selatan; 

_

i. melaksanakan tugas-tugas Iain yan3 diberikan Tim Pengarah;

j. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Tim Pengarah

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana akan dibantu oleh
Sekretariat.

Dengan dit€tapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri
Perenca aan Pembangunar Nasional/Kepala Badan Percflcanaan
Pemb4ngunan Nasional Nomor KEP.67IM.PPN,/HK/05/2011
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tan88a1 ditetapkan.

Ditetapkan di Jakada
pada tanSSal 28 Novenlber 2O11

'!4 MXNTERI NEGARA Pf, RENCANAAN PEIVIBANGLINAN NASIONAL,/
Kf,PALA BADAN PERENCAN NASTONAI,

ARMIDA S.

Tembusan Keputusan ini disamoaikan kerada Yth.
1. DirckturJenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Dir.ekturJenderal Perbendaharaan,KementerianKeuangan;
3. Sekrctads Kementerian PPN/S€kretads Utama Bappenas;

4. Inspektur Utama, Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaen, Organi$si, dan Tata L4ksana, Kemenfe an

PPN/ Bapp€nas;

6. Kepala Biro Hukum, Kemellteriafl PPN/Bappenas;

7. PPK Deputi BidanS Pendanaan Pe bangunan, Kementerian PPN / Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

/
IN



LAMPIRAN
KXPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KIPALA BAPPf,NAS
NOMOR rcP. 10L /M.PP\I/HK/11/2011
TANGGAL 28 NOVXMBER 2O1I

SUSTINAN KXANCGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

A. T]M PENCAIL{II

Ketua

wakil Ketua

AngSota

Ketue

Wakil (etua

1.
2.

4.
5.
6.

7.

a.

1. Menteri Netam PPN/Kepala Bappenas;
2. Menteri Luar Negeri.

1. wakil Menteri Ne8ara PPN/wakil Kepala Eapperus;
2. Wakil Menteri Luar Ne8eri.

Direktur Jenderal Multilateral, Kemenierian Luar Neteri;
Direktur Jenderal Infomrasi dan Diplomasi Publik,
Kementerian Llrar Neteri;
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian
Luar Negeri;
Sekr€taris Menteri, Sekretariat Negara;
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kenenterian KeuanSan;
Direktur Jenderal Pentelolaan Utan8, Kementerian
Keuantan;
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keanlanan,
Kementedan PPN/Bappenas;
Deputi Bidang Perdanaafl PembanSunan, (enrenterian
PPN/Bappenas;
Sekrctaris Jenderal, Kenlenterian Pefi anian;
Sekletaris JendeBl, Kementerian Pendidikan Nasional;
Direktur Jeildeml Kefasama Perdagangan lntemasional,
Kemenierian PerdaganSan;
Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan, Badan
Kependudukan dan Keluarga Bercncana Nasional
(BXr(B|0;
Soemadi D.M. Brotodiningrat;
Ketua Komite Afrika, Kamar DaganS dan Indusiri (KADIN).

Dtektrir Pe[daflaan
PPN/Bappenas.

Luar Negeri Multilateral, Kenenterian

I

2

Diiektur Sosial Budaya dan (edasanu Organisasi
Internasional Negam Berkemban8, Kenenterian Luar
NeSeri;
Kepala Biro (erjasama Teknik Luar Negeri S€kretariat
Negara.

1. Direktur Kerjasama Teknik, Ken1enteri611 Lu.:u Ne8eri;
2. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral,

Kenlentedan Keuangan;
3. Direktur Pinjamarl dan Hibah, Kementeriat KeuanSan;

Anggota

4. Direktur

9.
10.
11.

12.

13.
14.

B. TIM PELAKSANA



4, Dircktur Politik dan Koftunikasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Dilekur PerEncanaan dan PentenrbanSan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Ke4asanra Luar Ne8€ri, Kementerian
Pertanian;

8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,
Kementerian Pendidikan Nasional;

9. Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Intemasional
Lainnya, Kementerian Perdaga gan;

l0.Dir€ltur Perdagantar. Multilateral, Kementerian
PerdaSangan;

ll. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama lntemasional
Kependudukan Ka dan KR, Badan Kependudukan dan
Keluarga BerEncana Nasional (BKKBM;

12. wakil Ketua Ko ite untuk Afrika, D-8, G-15 dan KSS,

Kamar Dagangdan lndusrri (KADIN)l
13. Tubatus Achmad Choesni;
14. RonalJ.P Manik.

1. Otho Hernowo Hadi;
2. Zaenal Arifin;
3. Agustih Arry Yana;
4. Teni Widuriyanti;
5. Meri Binsar simoranSkir;
6. M. tahrunczi;
7. Amri K. Sumodinin8rat;
8. Dalianto Harsono;
9. Rosianna;
10. Theresia Nwantam.

Pendukun8 L Sahidin;
2. Ati Sugiarti;
3. Amai Dinryati;
4. Sunari;
5. Usman;
6. Imansyah.

* MINTERI NEGARA PERf, NCANAAN PEMXANGT]NAN NASIONAI,/
Kf,PAI.A BADAN NASIONAI,

(
ARMIDA S. AUSJATTBANA

C. SE(RETARIAT

AnSgota i


